
BUPATI MURUNG RAYA 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA 
NOMOR 9 TAHUN 2018 

TENTANG 

SALINAN 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2015 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MURUNG RAYA, 

a. bahwa PNS dan CPNS yang ditugaskan atau bekerja, 
dan/;a.ffiu'rfieTolhmlit1kaicciffeyitasi pada Perangkat Daerah 
dapa't memberikan _kontribusi. nyata dalam pelaksanaan 
_J\ig~s pemei-intahan d:;in pembimgtl.nan; 

b .. bahwa PN's dan CPNS sebagaimaQ8. d:imaksud pada huruf 
···a Selain mendapatkan gaji, juga !Uenerima tunjangan dan 
'.fisilitas; -.- '.- · 

c. : bahwa _tun~8?~-i-se_bagaimaila (pa~ huruf b . adal~ 
·._berupaTunJahgan T,uj:J_bahan Penghas1lan Pegawru: Negen 
-'Sipil; . . - . . 

d .. _bahwa seSuai :ketentuan ctalam Updang-Undang Nomor 5 
·;fahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 80 ayat 
,(6) Tunjangan. PNS yang bekerja pada Pemerintahan 
D_aerah dibeban:kan pada Angg'aran Pendapatan dan 
Belf!Jlj!l Daerah; , "; ,, 

e. bahw8. Peratunm. !3,i;.-pati"Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Pemberian Tartl.bahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 
Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Murung Raya belum 
mengakomodir hal-hal sebagaimana dirnaksud pada huruf 
a. huruf b. huruf c, dan huruf d maka periu dilakukan 
perubahan; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagahnana dirnaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 
di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Murung Raya. 



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukarnara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi 
Kalirnantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnoo.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahui;i,._2.0Q'f ~9,mo;r._.J,:;:6,_,;I'ambahan Lembaran Negara 
Rep::1,~1il!."Jri.d_Ollesia "'Noinpr--4~8); 

5. )Jni!ang-undang. Nomor_ s· rahun~~014 tentang Aparatur 
/Sipil Negara (Lembaran·N~ Republik Indonesia Tahun 
\°2014 Nomor 6, Tamoo.han·· Lemi>/3.ran Negara Republik 
· .. Indonesia Nomo:t: 5494); '.i 

6. :\}~dang-Undaiii{ _>-~omor 23 Tohun 2014 tentang 
.:PemerinttihaQ/'. I1~rah -(-Lembaran Negara Republik 
,,!ndcinesia ·,ta,hu,jii2P'f'.'I- · Nomor 244, Tambahan Lembaran 
·;:Negara· Republik"· _lndon.esia: NOllIDr 5587) sebagaimana 
)elah dirii·fuih•.be_ber.flpakali t~ dengan Undang
·.Undang N-omOr 09 Tahun 2015 tetitang Perubahan Kedua ' . . - ' .-;!\tas Undang-Undang Nomor 23.' Tahun 2014 tentang 
·-~merintahan · · Daerah -· (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 NomOF·58, Tambahan Lembaran 
Negaia:Rep,ublik lndon~-llfhmor 5679); 

7. Peraturar: ·;;~-~f~-- Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Vang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006; 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 
Nomor 38); 

12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 18 Tahun 2011 
tentang Ketentuan Tertib Jam Kerja, Pakaian Dinas, dan 
Apel Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten Murung Raya; 

13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Murung Raya (Serita Daerah Kabupaten Murung Raya 
Tahun 2016 Nomor 247). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATU~,,~H~~Th.-f'.~:f')l•JJ?~·, 11 TAHUN 2015 TENTANG 
PEMBE~ TAMBAHAN P.EN~SILAN PEGAWAI NEGERI 
SJPJk::Dl .LINGKUP PEMERINTAl;f; KABUPATEN MURUNG RAYA. . - ·,:;_ 

J?Ai;°Ju, I 
Beberapa ketentuan ditlam -Peraturrui_ Bii.patj, Nomor l i Tahun 2015 ten tang 
Pemberian Tambahan ptnghasil_an .?ega,waf N(:geri Sipil di ;pngkungan Pemerintah 
Kabupaten Murung ~a- Berita paerah';Kabqpaten· MutlJ.ng Raya Tahun 2015 
Nomor 199, diubah seh;mgga berbunyi seb3g~.l-,'berikut: . . . 
L Ketentuan Pasal 4 4iubah sehingga: ·berbuny'i sebagai b!lirikut : 

PNS dan CPNS yang dapat menef'illla,TPf>NS adalah : 

a. PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas sehari-hari di Perangkat Daerah 
dan Unit Satuan Kerja; 

b. PNS yang diangkat dan/atau dipindahkan dalam jabatan struktural dan 
jabatan fungsional; 

c. PNS yang pindah tugas antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Murung Raya; 

d. PNS yang dipindah tugas dari daerah lain ke Pemerintah Kabupaten 
Murung Raya setelah l (satu) bulan aktif melaksanakan tugas di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya; 

e. PNS dan CPNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak lebih 
dari 10 (sepuluh) hari; 

f. PNS dan CPNS yang dituga.skan, bekerja dan/ atau melaksanakan orientasi 
dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Provinsi pada 
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya 



2. Diantara Pasal 4 dan Pasa1 5 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 4A sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4A 

Besa.ran TPPNS yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf f disamakan dengan Pejabat Struktural dan/atau Fungsional/Staf 
per golongan ruang sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I Peraturan Bupati 
Nomor 30 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Pera tu ran Bupati Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Pemberian Tarnbahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. 

PASALD 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempata.nnya dalam Serita Daerah Kabupaten Murung Raya. 

~ MA 
KEPALA UKUM 

S!NAR G ERi, SH 
Pembina Tlc. l( IV J II) 

"'?. 19!i3010919l!JD21 001 ' 

Diundangkan di Puruk Cahu 
pada tanggal 2 Januarf 2018 

SEKRETARIS DJU:RAH 
KABUPATEN MtrRUNQ RAYA, 

ttd 

SYARKAWI H. SIBU 

>· 
; ·,. ;' 

Ditetapkan di Puruk Cahu 
·-paua·:µmgga1 2 Januari 2018 

' BUPATi:-'r@"RUNG RAYA, 

,.. 

DERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018 NOMOR 9 


